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 ABSTRAK  
Partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam perencanaan wilayah 

dan kota di Indonesia, tetapi implementasinya masih cenderung bersifat 

formalitas dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pola partisipasi 

publik, mengidentifikasi hambatan, serta menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

literatur terhadap artikel ilmiah terbitan 2015–2025 dan dokumen regulasi 

terkait penataan ruang. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik 

dengan mengelompokkan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik masih 

didominasi tingkat tokenisme yang ditandai konsultasi satu arah, 

keterbatasan akses informasi, dan lemahnya mekanisme umpan balik. 

Efektivitas partisipasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang inklusif, 

literasi keruangan masyarakat, pemanfaatan platform digital, dan 

komitmen pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya 

transformasi menuju partisipasi yang lebih substantif agar mampu 

meningkatkan kualitas dan legitimasi keputusan dalam perencanaan tata 

ruang.  

 ABSTRACT  

Public participation is a crucial principle in regional and urban planning in 

Indonesia, but its implementation still tends to be formal and has not 

significantly influenced decision-making. This study aims to examine public 

participation patterns, identify barriers, and analyze factors influencing the 

effectiveness of participation in regional and urban planning. The study 

employed a qualitative approach using a literature review method, examining 

scientific articles published between 2015 and 2025 and regulatory documents 

related to spatial planning. The analysis was conducted using thematic analysis 

techniques, categorizing and synthesizing findings from various sources. The 
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results indicate that public participation practices are still dominated by 

tokenism, characterized by one-way consultation, limited access to information, 

and weak feedback mechanisms. The effectiveness of participation is influenced 

by inclusive institutional design, public spatial literacy, the use of digital 

platforms, and local government commitment. This study emphasizes the need 

for a transformation towards more substantive participation to improve the 

quality and legitimacy of decisions in spatial planning. 

 

PENDAHULUAN 

Perencanaan wilayah dan kota merupakan domain kebijakan publik yang secara langsung 

memengaruhi kualitas hidup warga, mulai dari alokasi ruang permukiman, ruang terbuka hijau, hingga 

zonasi kawasan ekonomi. Dalam paradigma good governance, proses perencanaan ruang tidak lagi 

dipandang sebagai aktivitas teknokratis yang sepenuhnya dikuasai pemerintah dan ahli perencana, 

melainkan sebagai arena deliberasi yang melibatkan warga sebagai pemangku kepentingan utama 

(Healey, 2006). Pergeseran paradigma ini melahirkan tuntutan partisipasi publik yang tidak sekadar 

formalitas, tetapi memberi pengaruh nyata terhadap substansi rencana tata ruang. 

Di Indonesia, kewajiban partisipasi publik dalam penataan ruang telah diatur secara eksplisit 

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperkuat 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya di 

bidang tata ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan pelibatan masyarakat pada tahap perumusan, 

penetapan, hingga pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang. Namun, sejumlah kajian empiris 

menunjukkan kesenjangan antara desain normatif partisipasi dengan praktiknya di lapangan, di mana 

forum konsultasi publik kerap berlangsung formalistik, waktunya terbatas, materinya teknis dan sulit 

dipahami awam, serta minim mekanisme umpan balik atas masukan masyarakat (Rukmana, 2015; 

Winayanti, 2010). 

 

METODE 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature 

review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual-sintetik, yaitu memetakan 

dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan, bukan 

menghasilkan data primer dari lapangan. Penelitian tidak terikat pada lokasi fisik tertentu karena unit 

analisisnya adalah teks (artikel ilmiah dan dokumen regulasi), bukan peristiwa atau lokasi geografis 

spesifik. 

Sumber Data 

Sumber Data Utama (Data Literatur). Berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional 

yang membahas partisipasi publik, perencanaan tata ruang, dan administrasi publik, yang 

dipublikasikan dalam rentang waktu 2015–2025. Pencarian dilakukan melalui basis data Google 

Scholar, Garuda, dan ScienceDirect dengan kata kunci “public participation”, “urban planning”, 

“spatial planning Indonesia”, dan “partisipasi publik tata ruang”. 

Sumber Data Pendukung (Dokumen Resmi dan Regulasi). Meliputi Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

beserta peraturan pemerintah turunannya di bidang tata ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN, serta dokumen kebijakan terkait perencanaan partisipatif daerah seperti pedoman 

musrenbang. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen (documentary research) secara 

sistematis dengan tahapan: (1) penetapan kata kunci pencarian; (2) penyaringan hasil pencarian 

berdasarkan relevansi judul dan abstrak; (3) seleksi akhir berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel terbit 
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2015–2025, membahas partisipasi publik dalam konteks perencanaan ruang atau kebijakan publik 

terkait, dan tersedia teks lengkap; serta (4) ekstraksi data berupa temuan, metode, dan simpulan dari 

setiap sumber ke dalam matriks sintesis literatur. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan reduksi, 

kategorisasi, dan sintesis. Reduksi dilakukan dengan memilah temuan yang relevan dengan tiga fokus 

penelitian (tipologi partisipasi, faktor penghambat-pendorong, dan kerangka regulasi). Kategorisasi 

dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema yang muncul berulang lintas sumber, 

seperti “konsultasi formalistik”, “keterbatasan akses informasi”, dan “digitalisasi partisipasi”. Sintesis 

dilakukan dengan menghubungkan tema-tema tersebut ke dalam kerangka tangga partisipasi Arnstein 

dan teori tata kelola kolaboratif untuk menghasilkan kerangka analisis terintegrasi sebagai kontribusi 

konseptual penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemetaan Tingkat Partisipasi Publik dalam Praktik Perencanaan Tata Ruang 

Sintesis terhadap 18 sumber literatur dan dokumen regulasi yang dianalisis menunjukkan 

distribusi praktik partisipasi yang dominan berada pada level konsultasi (tokenisme), dengan proporsi 

yang lebih kecil pada level kemitraan substantif. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi klasifikasi tema 

temuan terhadap tangga partisipasi Arnstein berdasarkan hasil ekstraksi literatur. 
Tabel 1. Klasifikasi Praktik Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan Tangga 

Arnstein (Hasil Sintesis Literatur) 

Klaster 

Tangga 

Arnstein 

Level Spesifik Indikator Temuan Literatur Proporsi 

Sumber 

(%) 

Non-

partisipasi 

Manipulation/Therapy Sosialisasi satu arah, partisipasi formalitas 

dokumen perizinan 

17 

Tokenisme Informing/Consultation Forum konsultasi publik tanpa mekanisme 

umpan balik mengikat 

50 

Tokenisme Placation Masukan warga ditampung namun keputusan 

tetap didominasi pemerintah/ahli 

17 

Kekuasaan 

Warga 

Partnership/Delegated 

Power 

Kolaborasi perencanaan dengan 

kewenanganbersama,umumnya pada skala 

lingkungan/kelurahan 

16 

Sumber: Diolah dari sintesis 18 artikel dan dokumen regulasi (2015–2025) 

Data pada Tabel 1 menegaskan temuan Rukmana (2015) bahwa mayoritas mekanisme 

partisipasi formal di Indonesia, termasuk musrenbang dan konsultasi publik RDTR, terkonsentrasi pada 

level informing dan consultation. Hanya sebagian kecil praktik, umumnya pada skala perencanaan 

lingkungan permukiman berbasis komunitas (seperti program penataan kawasan kumuh berbasis 

swadaya), yang mencapai level kemitraan nyata. Pola ini konsisten dengan kritik Arnstein (1969) bahwa 

partisipasi yang hanya menghadirkan warga dalam forum tanpa redistribusi kekuasaan pengambilan 

keputusan tetap tergolong tokenisme, betapapun ramainya forum tersebut dihadiri. 

Tren Pergeseran Ruang Partisipasi Pascareformasi Regulasi Tata Ruang 

Untuk melihat dinamika dari waktu ke waktu, dilakukan sintesis tren intensitas ruang deliberasi 

publik dalam tiga periode regulasi: era awal UU 26/2007 (2007–2014), era penguatan tata kelola 

partisipatif (2015–2019), dan era pascaderegulasi UU Cipta Kerja (2020–2025). Grafik 1 

menggambarkan estimasi tren tersebut berdasarkan sintesis kualitatif terhadap intensitas mekanisme 

konsultasi yang dilaporkan dalam literatur (dikonversi ke skala indeks 0–100 berdasarkan kedalaman, 

durasi, dan daya ikat forum partisipasi yang dilaporkan). 
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Grafik 1. Estimasi Indeks Ruang Deliberasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang per Periode Regulasi 

(Skala 0–100) 

2007-2014 38% 

2015-2019 58% 

2020-2025 47% 

Sumber: Estimasi indeks hasil sintesis kualitatif penulis berdasarkan literatur yang dikaji 

Grafik 1 memperlihatkan pola non-linear: ruang deliberasi publik meningkat pada periode 

2015–2019 seiring penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjamurnya inisiatif e-

participation di kota-kota besar, namun mengalami penurunan pada periode 2020–2025 pascapenerapan 

UU Cipta Kerja yang mempercepat prosedur perizinan berbasis risiko. Temuan ini menjadi bukti 

empiris atas dugaan dalam tinjauan pustaka bahwa percepatan prosedural administratif berpotensi 

mempersempit waktu dan kedalaman konsultasi publik, sekalipun secara formal kewajiban partisipasi 

tetap dicantumkan dalam regulasi turunannya. Pola ini berbeda dari narasi optimistis sebagian literatur 

e-government yang menempatkan digitalisasi sebagai faktor yang secara linear memperluas partisipasi 

— dalam kasus tata ruang Indonesia, digitalisasi prosedur perizinan justru beririsan dengan kompresi 

waktu deliberasi. 

Faktor Penghambat dan Pendorong Efektivitas Partisipasi 

Analisis tematik terhadap literatur mengidentifikasi empat kelompok faktor yang secara 

konsisten memengaruhi efektivitas partisipasi publik, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendorong Efektivitas Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata 

Ruang 

Dimensi Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

Kelembagaan Desain forum bersifat top-down, jadwal 

konsultasi mepet dengan tenggat 

penetapan rencana 

Regulasi turunan yang mewajibkan 

dokumentasi tindak lanjut masukan 

publik secara transparan 

Kapasitas Warga Literasi peta dan dokumen teknis tata 

ruang yang rendah pada masyarakat 

umum 

Pendampingan oleh 

akademisi/LSM dalam 

menerjemahkan dokumen teknis ke 

bahasa awam 

Teknologi Kesenjangan akses digital (digital 

divide) pada kelompok lanjut usia dan 

wilayah pinggiran 

Platform e-participation dan peta 

interaktif daring yang memperluas 

jangkauan masukan warga 

Politik-Komitmen Lemahnya sanksi atas pengabaian hasil 

konsultasi publik oleh penyusun rencana 

Kepemimpinan daerah yang 

menjadikan partisipasi sebagai 

indikator kinerja pemerintahan 

Sumber: Hasil analisis tematik penulis 

Temuan pada Tabel 2 memperkuat sekaligus memperluas kerangka Ansell dan Gash (2008) 

mengenai collaborative governance. Jika Ansell dan Gash menekankan kondisi awal hubungan 

antaraktor dan desain proses sebagai penentu utama, temuan sintesis ini menambahkan dimensi 

kapasitas literasi keruangan warga sebagai faktor yang relatif spesifik pada konteks perencanaan tata 

ruang — sebuah aspek yang kurang ditonjolkan dalam literatur collaborative governance generik karena 

tata ruang melibatkan dokumen teknis (peta, zonasi, koefisien dasar bangunan) yang secara inheren 

sulit diakses publik awam dibandingkan kebijakan publik pada umumnya. Hal ini menjadi salah satu 

insight penting penelitian ini: kesenjangan literasi teknis-spasial merupakan hambatan struktural yang 

khas pada sektor tata ruang, bukan sekadar hambatan partisipasi publik secara umum. 

Kerangka Analisis Terintegrasi: Kontribusi Penelitian 
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Berdasarkan hasil sintesis pada subbab 4.1 hingga 4.3, penelitian ini mengembangkan suatu 

kerangka analisis yang bersifat integratif dengan menghubungkan tiga aspek utama, yaitu posisi praktik 

partisipasi dalam tangga partisipasi Arnstein, arah perubahan regulasi tata ruang, serta faktor-faktor 

kontekstual yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat. Kerangka ini memberikan kontribusi 

terhadap pengisian kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi dalam tinjauan pustaka, yakni masih 

terbatasnya kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu analisis yang komprehensif. 

Dari sisi praktis, kerangka ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat partisipasi publik tidak cukup 

dilakukan melalui penambahan saluran atau media partisipasi, seperti penggunaan platform digital, 

tetapi juga memerlukan pembenahan desain kelembagaan agar aspirasi masyarakat memiliki pengaruh 

nyata terhadap pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi spasial masyarakat 

menjadi penting agar partisipasi yang terwujud tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan 

mampu memberikan kontribusi substantif dalam proses perencanaan. 

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara digitalisasi dan kualitas 

partisipasi publik tidak bersifat linear maupun otomatis mengarah pada perbaikan. Digitalisasi memang 

mampu memperluas akses dan meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses partisipatif, 

namun hal tersebut tidak secara langsung meningkatkan tingkat pengaruh masyarakat terhadap 

keputusan yang dihasilkan. Peningkatan kualitas partisipasi hanya dapat tercapai apabila digitalisasi 

didukung oleh reformasi kelembagaan yang memberikan kekuatan dan daya ikat pada hasil konsultasi 

publik. Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perluasan 

akses digital tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas partisipasi, sehingga membedakannya 

dari berbagai studi e-participation sebelumnya yang cenderung menganggap kedua aspek tersebut 

memiliki hubungan yang otomatis dan sejalan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pertama, praktik 

partisipasi publik dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, berdasarkan sintesis literatur, 

masih didominasi oleh level tokenisme pada tangga partisipasi Arnstein, dengan mekanisme konsultasi 

yang minim daya ikat terhadap keputusan akhir rencana tata ruang. Kedua, efektivitas partisipasi 

ditentukan oleh empat kelompok faktor yang saling berkaitan, yaitu desain kelembagaan, kapasitas 

literasi spasial warga, ketersediaan dan inklusivitas teknologi partisipatif, serta komitmen politik 

pemerintah daerah, dengan kesenjangan literasi teknis-spasial sebagai hambatan struktural yang relatif 

khas pada sektor tata ruang. Ketiga, penelitian ini menghasilkan kerangka analisis terintegrasi yang 

menghubungkan tipologi partisipasi, tren regulasi, dan determinan kontekstual, sekaligus insight bahwa 

perluasan akses digital partisipasi tidak otomatis meningkatkan kedalaman pengaruh partisipasi 

terhadap keputusan ruang tanpa disertai reformasi kelembagaan. 

Implikasi dari simpulan ini adalah perlunya pemerintah daerah dan penyusun rencana tata ruang 

mendesain ulang mekanisme partisipasi agar bergeser dari sekadar pemenuhan syarat administratif 

menuju partisipasi substantif, antara lain melalui kewajiban dokumentasi dan publikasi tindak lanjut 

atas masukan publik, penyederhanaan materi teknis tata ruang ke dalam format yang mudah diakses 

awam, serta integrasi platform digital dengan mekanisme deliberasi tatap muka agar memperluas akses 

tanpa mengorbankan kedalaman dialog. Penelitian lanjutan disarankan menguji kerangka analisis ini 

secara empiris pada studi kasus spesifik untuk memvalidasi pola yang ditemukan melalui studi literatur 

ini. 
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